
 

 

BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kepuasan Masyarakat   

2.1.1.1 Pengertian Kepuasan Masyarakat   

Kepuasan masyarakat adalah tingkat perasaan senang atau kecewa masyarakat 

sebagai akibat dari perbandingan antara harapan masyarakat terhadap pelayanan 

publik dan realisasi pelayanan yang diterima Kemenpan-RB (Permenpan RB No. 

14 Tahun 2017). Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin satis 

(artinya cukup baik, memadai) dan facio (melakukan atau membuat). Secara 

sederhana kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau 

membuat sesuatu memadai. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Standar Pelayanan Publik 

pengertian kepuasan masyarakat adalah kepuasan masyarakat adalah pendapat 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  

Oleh karena itu, badan usaha harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan lebih jauh lagi 

kedepannya dapat dicapai kesetiaan masyarakat. Sebab, bila tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan 

masyarakat mengakibatkan kesetiaan masyarakat akan suatu produk menjadi luntur 

dan beralih ke produk atau layanan yang disediakan oleh badan usaha yang lain. 
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Mengacu kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 

sembilan unsur yang digunakan sebagai indikator kepuasan masyarakat atas 

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Kesembilan unsur tersebut adalah :  

1. Persyaratan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi masyarakat 

dalam pengurusan suatu jenis layanan. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur baku yang telah dirancang oleh pemberi 

layanan dan harus dijalani oleh penerima layanan. 

3. Waktu Penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya telah ditetapkan. 

5. Produk Spesifikikasi Jenis Pelayanan, merupakan hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

6. Kompetensi Pelaksanaan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.  

7. Peilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Sara, dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu (benda bergerak) yang 

dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana 
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adalah segala sesuatu (benda tidak bergerak) yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses.  

2.1.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat 

Pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik, harus senantiasa 

meningkatkan kualitasnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk 

menilai tingkat kualitas pelayanan. 

Mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan 

Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) 

sampai dengan 4 (empat). 

Disamping itu hasil pengukuran IKM akan dapat menjadi bahan penilaian 

terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong 

setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit 

Pelayanan instansi pemerintah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan 

secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks 
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Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja 

pelayanan unit yang bersangkutan. 

Dengan dilakukannya SKM akan diperoleh manfaat, antara lain : 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

unit pelayanan publik secara periodik. 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut 

yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat. 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah.  

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.  

6. Bagi masyarakat, dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.  

Menurut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 

terdapat 9 variabel, yang harus dinilai dalam pelaksanaan SKM, yaitu :  

1. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tatacara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 
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3. Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.  

6. Kompetensi Pelaksanaan, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.  

7. Perilaku Pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.  

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  

9. Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. 

Contoh sarana misalnya adalah peralatan, komputer, mesin, dll. Prasarana 

adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sutau 

proses, misalnya gedung. 

2.1.2 Pelayanan  

2.1.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Monir dalam Larasati Lallo (2015:7) mengatakan pelayanan adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan 
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atau faktor material melalui sistem prosedur dan dengan metode tertentu dalam 

rangka usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 

Soetopo dalam Paimin Napitupulu (2007:163) mengatakan pelayanan adalah 

suatu usaha untuk membantu penyiapan (mengurus) apa yang diperlukan orang 

lain. Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berpikir 

yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai pandangan 

yang sama terhadap suatu hal yang bersifat umum. Sementara istilah publik berasal 

dari bahasa inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara.  

  Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2004 definisi pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun 

dalam rangka pelaksanaan kententuan peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian pelayanan publik adalah pemenuh keinginan dan kebutuhan mansyarakat 

oleh penyelenggara negara.  

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

tahun 2009 pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan 

atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  
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2.1.2.2 Asas-Asas Pelayanan Publik  

        Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, 

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Sementara 

menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik pasal 4 

yang menjelaskan penyelenggaraan pelayanan publik berazaskan sebagai berikut :  

a. Kepentingan umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak  

d. Keseimbangan hak dan kewajiban  

e. Keprofesionalan  

f. Partisipasi 

g. Persamaan perilaku/tidak diskriminatif  

h. Keterbukaan  

i. Akuntabilitas  

j. Fasilitas dan perilaku khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu dan  

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 yang kemudian 

dikembangkan menjadi indeks pengukuran kepuasan masyarakat adalah sebagai 

berikut :  

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahap pelayanan yang diberikan kepadaa 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 
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b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan. 

c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama,jabatan, serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya) 

d.  Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan weewenang dan 

tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 

f.  Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada 

massyarakat.  

g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.  

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. i.  

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 

menghargai dan menghormati.  

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.  
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k.  Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

yang telah ditetapkan. 

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.  

m. Kenymanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana yang bersih, rapi, 

dan teratur sehingga dapat memberikan kenyamanan kepera penerima 

pelayanan.  

n.  Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggaraan pelayanan ataupun sarana dan prasarana yang digunakan. 

Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 

terdapat beberapa pengertian yang perlu di jelaskan yaitu : 

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat 

kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif 

dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhannya. 

b. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang 

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

c. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. 
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d. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundangundangan bagi 

setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

e. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi 

Pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung 

maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.  

f. Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

g. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi 

pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik.  

h. Kepuasaan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap 

kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan 

publik.  

i. Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan 

apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan 

tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

j. Unsur Pelayanan adalah Faktor atau aspek yang terdapat dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variable penyusunan 

indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja.  
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k. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan 

sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 

2.1.2.3 Tujuan Pelayanan Publik  

Tujuan dari suatu pelayanan publik pada umumnya adalah dapat memuaskan 

masyarakat tanpa memandang apapun. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dituntut kualitas prima yang tercermin sebagai berikut: 

a. Transparan. Hasil SKM harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh 

masyarakat. 

b. Partisipatif. Dalam melaksanakan SKM harus melibatkan peran serta 

masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang 

sebenarnya.  

c. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam SKM harus dapat dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang 

berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku. 

d. Berkesinambungan. SKM harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan 

untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.  

e. Keadilan. Pelaksanaan SKM harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa 

membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis 

serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.  

f. Netralitas. Dalam melakukan SKM, surveyor tidak boleh mempunyai 

kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.  
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2.1.2.4 Fungsi Pelayanan Publik  

Secara teoritis sedikitnya ada 3 (tiga) fungsi utama yang harus dijalankan oleh 

pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat 

(public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi 

perlindungan (protection function). Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh 

mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan 

barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada 

seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk 

menerapkan prinsip keadilan dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya 

pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan 

diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua 

warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, 

namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam 

pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa 

menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta 

ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (partnership), antara pemerintah 

dengan swasta untuk mengadakannya. Pola kerjasama antara pemerintah dengan 

swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan 

dengan gagasan reinventing government yang dikembangkan Osborne dan Gaebler 

(1992). 
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Namun dalam kaitannya dengan sifat barang privat dan barang publik murni, 

maka pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban menyediakan 

barang publik murni, khususnya barang publik yang bernama rules atau aturan 

(kebijakan publik). Barang publik murni yang berupa aturan tersebut tidak pernah 

dan tidak boleh diserahkan penyediaannya kepada swasta. Karena bila hal itu 

dilakukan maka di dalam aturan tersebut akan melekat kepentingan-kepentingan 

swasta yang membuat aturan, sehingga aturan menjadi penuh dengan vested interest 

dan menjadi tidak adil (unfair rule). Karena itu peran pemerintah yang akan tetap 

melekat di sepanjang keberadaannya adalah sebagai penyedia barang publik murni 

yang bernama aturan. 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan 

masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum 

(public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana 

pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, 

yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan 

perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.  

 

2.1.2.1 Kualitas Pelayanan Publik  

Kualitas pelayanan sangatlah sulit didefinisikan dengan tepat, akan tetapi 

umumnya kualitas dapat dirinci. Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran 

relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas 

kesesuaian. Nilai yang diberikan pelanggan sangat kuat didasari oleh faktor kualitas 
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jasa, dimana kualitas jasa adalah sejauh mana produk (jasa) memenuhi 

spesifikasinya. Menurut Batinggi (dalam Giri Cahyono, 2008), pelayanan umum 

lahir karena adanya kepentingan umum. Pelayanan umum bukanlah tujuan, 

melainkan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan.  

Selanjutnya Giri Cahyono (2008) mengemukakan bahwa pelayanan terdiri dari 

empat faktor, yaitu: 1. Sistem, prosedur, dan metode. 2. Personel, terutama 

ditekankan pada perilaku aparat. 3. Sarana dan prasarana. 4. Masyarakat sebagi 

pelanggan. Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi 

birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai 

subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum mengetahui arti kinerja 

pegawai publik, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai organisasi publik. 

Organisasi publik diartikan sebagai organisasi yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia, yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.   

Secara eksplisit, Sianipar (1999) menjelaskan bahwa “pelayanan publik dapat 

dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang 

dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku”. Widodo 

(2001) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan keperluan 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada orang itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri 



23 
 

 
 

Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN) Nomor 63 Tahun 2003, 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pada hakikatnya, penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud di sini adalah 

pemerintah. Jadi pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pegawai pemerintah, 

khususnya instansi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. 

Menurut Widodo (2001), sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan 

dilakukan oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi baik, maka dalam 

memberikan layanan publik seharusnya: 

1. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan.  

2. Mendapat pelayanan yang wajar.  

3. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih.  

4. Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan.  

Hakikat kualitas pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 

2003 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang berasaskan pada:  

1. Tranparansi, atau memiliki sifat keterbukaan.  

2. Akuntabilitas, atau dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Kondisional, atau sesuai dengan kondisi untuk memenuhi prinsip efisiensi dan 

efektifitas.  

4. Partisipatif, yang berarti mendorong peran serta masyarakat.  

5. Kesamaan hak, atau tidak diskriminatif.  
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6. Keseimbangan hak dan tanggung jawab, antara pihak pemberi layanan dan 

pihak penerima layanan.  

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

Standar pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003, sekurang-

kurangnya meliputi:  

1. Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan.  

2. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian. 

3. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan.  

4. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.  

5. Sarana dan prasarana, yang memadai.  

6. Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan 

Selanjutnya di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa hendaknya setiap 

penyelenggara pelayanan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat 

secara berkala. 

Hal ini sangat penting untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan 

agar tetap pada tingkat yang baik, bahkan memuaskan. Pada umumnya, masyarakat 
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menginginkan produk jasa layanan yang memiliki karakteristik lebih cepat, lebih 

murah, dan lebih baik. Dengan demikian, perlu diperhatikan dimensi waktu, biaya, 

maupun kualitas baik produk maupun sikap. Pelayanan yang terbaik adalah 

melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan 

menolong, serta profesional.  

Sejalan dengan otonomi daerah, pada hakekatnya pemerintah harus mampu 

menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan fungsi utama dari pemerintah yaitu memberikan kesejahteraan 

masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada 

pelayanan publik yang prima yang dilaksanakan oleh pemerintah.  

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu 

pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zeithaml (1990) 

mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 (sepuluh) dimensi yang 

harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi. 

2. Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.  

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang 

baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. 
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5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan 

konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 

6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat. 

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan 

resiko. 

8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 

9. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi baru kepada masyarakat 

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan.  

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability, dimana 

setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang 

mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa 

mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat 

pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, 

merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen 

kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum 

dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan. 

Pada dasarnya suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda. Apa yang 

dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak mustahil dianggap 

sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat mendatang. Maka kesepakatan 
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terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. Dalam hal ini yang dijadikan 

pertimbangan adalah kesulitan atau kemudahan konsumen dan produsen di dalam 

menilai kualitas pelayanan.  

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan 

Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat peningkatan pelayanan 

umum adalah:  

1. Meningkatkan mutu produktivitas palaksanaan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah di bidang pelayanan umum;  

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga 

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil 

guna;  

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

 Oleh karena itu dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar 

sebagai berikut :  

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan 

diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh 

pada efisiensi dan efektivitas. 
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3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa 

harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban 

memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya. 

Selain itu, Zeithaml, Valarie A., et.al (1990) mengatakan bahwa ada 4 (empat) 

jurang pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat 

2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat 

3. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri 

4. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan 

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian bahwa ada 7 (tujuh) hal yang 

harus dihindari oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan publik, ketidaktahuan 

pemerintah akan hal ini menyebabkan timbulnya jurang pemisah antara masyarakat 

dengan pemerintahnya, yaitu: 

1. Apatis 

2. Menolak berurusan 

3. Bersikap dingin 

4. Memandang rendah 

5. Bekerja bagaikan robot 

6. Terlalu ketat pada prosedur 
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7. Seringnya melempar urusan kepada pihak lain 

Sementara itu, peneliti lain pernah melakukan penelitian untuk mengetahui 

faktor buruknya kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintah, yang lebih 

banyak disebabkan:  

1. Gaji rendah 

2. Sikap mental aparat pemerintah 

3. Kondisi ekonomi buruk pada umumnya.  

Seperti telah dikemukakan sebelumnya servqual dari Zeithaml dkk, walaupun 

berasal dari dunia bisnis tetapi dapat dipakai untuk pelayanan sektor publik. Tidak 

bisa dipungkiri servqual dari Zeithaml dkk tersebut banyak dipakai dan menjadi 

inspirasi baik untuk kajian teoritis maupun kegiatan praktis. Meski demikian 

konsep tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan untuk pelayanan sektor publik. 

Ada beberapa item yang perlu disinkronkan dengan kondisi pelayanan sektor 

publik.  

Kalau servqual berasal dari dunia bisnis dan dilakukan oleh dunia usaha pada 

para pelanggannya, maka pelayanan publik instansi pemerintah tentu saja adalah 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur atau instansi atau unit pelayanan dari 

birokrasi pemerintah sesuai tata aturan dalam instansi atau unit pelayanan publik 

agar dapat dilaksanakan sesuai harapan, pemerintah lazimnya mengeluarkan 

kebijakan atau peraturan tentang pelayanan publik tersebut. 

Berdasarkan persepsi konsumen, servqual dapat didefinisikan sebagai tingkat 

kesenjangan antara harapan-harapan atau keinginan-keinginan konsumen dengan 

kenyataan yang mereka alami (Zeithaml, et.al, 1990:19). Disebutkan selanjutnya 
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bahwa harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh 

informasi yang diperolehnya dari mulut ke mulut, kebutuhan kebutuhan konsumen 

itu sendiri, pengalaman masa lalu dalam mengkonsumsi suatu produk, dan 

komunikasi eksternal melalui media.  

Menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry untuk mengetahui kualitas pelayanan 

yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan 

konsumen yang terletak pada 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang 

dikatakan konsumen. Kelima dimensi servqual itu mencakup beberapa sub dimensi 

sebagai berikut 

1. Tangibles (kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi). Dimensi ini 

berkaitan dengan kemodernan peralatan yang digunakan, daya tarik fasilitas 

yang digunakan, kerapian petugas serta kelengkapan peralatan penunjang 

(pamflet atau flow chart).  

2. Reliability (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang 

terpercaya). Dimensi berkaitan dengan janji menyelesaikan sesuatu seperti 

diinginkan, penanganan keluhan konsumen, kinerja pelayanan yang tepat, 

menyediakan pelayanan sesuai waktu yang dijanjikan serta tuntutan pada 

kesalahan pencatatan. 

3. Responsiveness (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan 

secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen). Dimensi 

responsiveness mencakup antara lain: pemberitahuan petugas kepada 

konsumen tentang pelayanan yang diberikan, pemberian pelayanan dengan 
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cepat, kesediaan petugas memberi bantuan kepada konsumen serta petugas 

tidak pernah merasa sibuk untuk melayani permintaan konsumen. 

4. Assurance (kemampuan dan keramahan serta sopan sanun pegawai dalam 

meyakinkan kepercayaan konsumen). Dimensi assurance berkaitan dengan 

perilaku petugas yang tetap percaya diri pada konsumen, perasaan aman 

konsumen dan kemampuan (ilmu pengetahuan) petugas untuk menjawab 

pertanyaan konsumen. 

5. Emphaty (sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen). 

Dimensi emphaty memuat antara lain: pemberian perhatian individual kepada 

konsumen, ketepatan waktu pelayanan bagi semua konsumen, peusahaan 

memiliki petugas yang memberikan perhatian khusus pada konsumen, 

pelayanan yang melekat di hati konsumen dan petugas yang memahami 

kebutuhan spesifik dari pelanggannya. Berkembangnya era servqual juga 

memberi inspirasi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja pelayanan sektor publik. Salah satu produk peraturan 

pemerintah terbaru tentang pelayanan publik yang telah dikeluarkan untuk 

melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan publik 

instansi pemerintah adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.  

2.2 Kerangka Pemikiran  

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah. Di era 
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digital seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk menyediakan layanan yang cepat, 

akurat, dan transparan guna meningkatkan kepuasan masyarakat, khususnya para 

wajib pajak. Salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan tersebut adalah 

melalui digitalisasi pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah mengembangkan sistem layanan 

BPHTB berbasis digital untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan mereka. Penerapan sistem digital dalam pelayanan BPHTB 

bertujuan untuk mengurangi prosedur yang rumit, mempercepat proses transaksi, 

dan meningkatkan akurasi data. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat mengakses 

layanan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Namun, 

sebagus apapun sistem yang dikembangkan, kepuasan wajib pajak tetap menjadi 

tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan suatu layanan publik. Oleh karena itu, 

penting untuk mengkaji sejauh mana tingkat kepuasan wajib pajak terhadap layanan 

BPHTB berbasis digital. 

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada hubungan antara kualitas 

pelayanan digital (sebagai variabel independen) dan tingkat kepuasan wajib pajak 

(sebagai variabel dependen). Beberapa indikator kualitas layanan yang akan dikaji 

meliputi kemudahan akses, kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, keamanan 

sistem, serta dukungan teknis. Sementara itu, tingkat kepuasan diukur dari 

kenyamanan pengguna, kesesuaian harapan dengan realita, dan niat wajib pajak 

untuk terus menggunakan layanan digital ke depannya. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disusun suatu alur pemikiran bahwa 

digitalisasi layanan BPHTB merupakan solusi inovatif untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan pajak daerah. Namun, keberhasilan sistem ini sangat ditentukan 

oleh kepuasan pengguna sebagai penerima langsung layanan. Dengan mengetahui 

tingkat kepuasan wajib pajak, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas 

sistem digital yang telah diterapkan serta mengambil langkah perbaikan yang 

dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan ke depan. 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mengukur tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan BPHTB berbasis 

digital di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan berharga bagi pengelola layanan pajak daerah, 

khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendekatan teknologi 

informasi yang ramah pengguna, transparan, dan efisien. 

2.3 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Hipotesis dikataka sementara karena jawaban yang diberikan harus 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Maka penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut :  

Terdapat Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan BPHTB Berbasis 

Digital Di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya.  

 


